BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid test corona virus disease 2019
(Covid-19), dan Penulis dapat mengetahui bahwa hukum atau sanksi yang diberikan
kepada pelaku pemalsuan surat rapid test yang dipalsukan akan terjerat atau diancam
dengan pasal 263 ayat (1) KUHP berupa ancaman penjara 6 (enam) tahun, dan pasal 268
ayat (1) KUHP berupa ancaman penjara 4 (empat) tahun.

Prespektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat rapid test
corona virus disease 2019 (Covid-19), dikategorikan berbuat dusta (Al-Kidzb) jika
dilihat dari jenis tindak pidana Islam pemalsuan surat rapid test ini termasuk hukuman
takzir. Sedangkan ta'zir menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ditentukan
hukumannya dan tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada
penguasa atau Ulil Amri dan Ijtihad Hakim. maka hukuman yang diberikan kepada
pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid test ini adalah jarimah ta'zir.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukan tersebut, maka penulis memberikan

beberapa saran, yaitu:

1.

Mencegah pemalsuan surat rapid test hendaklah Aparatur dan Tim Gugus Covid-19 lebih
teliti dalam pengecekan surat rapid test dan selalu merenovasi kebijakan-kebijakan yang
mempermudah seseorang untuk melakukan pemalsuan surat rapid test.

Mengantisipasi setidaknya mengurangi perbuatan pemalsuan surat rapid test alangkah
lebih baiknya Aparatur dan Tim Gugus Covid-19 memberikan himbauan dan arahan
kepada masyarakat bahwa melakukan rapid test itu sangatlah mudah dan tidak sulit
seperti apa yang dipikiran masyarakat sekarang. Kemenkes haruslah mensosialisasi
tentang syarat-syarat dan biaya pembuat surat rapid test dan memberikan arahan kemana
saja masyakarat ketika ingin membuat surat rapid test karena sekarang banyak orang-

orang tidak mengetahui hal tersebut.



